







Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis di 
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Yogyakarta, 
maka dapat diambil kesimpulan bahwa dalam dalam pelaksanaan 
pengambilan  jaminan kredit oleh pihak ketiga karena debitur tidak 
diketahui keberadaannya yaitu dengan jalur Putusan Pengadilan karena 
pihak ke tiga memiliki bukti – bukti yang cukup dan diperkuat saksi – 
saksi yang turut dihadirkan. 
Pihak bank untuk belum menyerahkan sertifikat kepada pihak ke 
tiga sudah tepat sebelum adanya putusan pengadilan. Selain dengan 
putusan pengadilan ada beberapa cara untuk mengambil jaminan obyek 
tersebut yaitu debitur itu sendiri, bila debitur meninggal dunia 
pengambilan berdasarkan adanya surat keterangan ahli waris, surat 
keterangan hak waris yang dibuat oleh notaris, surat keterangan ahli waris 
yang dibuat oleh Balai Harta Peninggalan dan dengan surat kuasa notarial. 
B. Saran 
Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis menyarankan agar 
dilakukan hal – hal sebagai berikut : 
1. Pihak ketiga sebaiknya tidak mengadakan perjanjian jual beli dibawah 
tangan dengan debitur untuk membeli obyek sengketa nya, mengingat 




2. Pemerintah mengatur lebih tegas mengenai keberadaan surat jual beli 
dibawah tangan agar para pihak yang terkait mendapat perlindungan 
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